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PERATURAN DAERAH KOTA PALOFO
'+ NOMOR 3 TAHUN 2011 -

- . -7 . . TENTANG ‘
- PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

. DENGAN RAEMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik
' .  yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan
- -infrastruktur menara telekomunikasi;
b." bahwa- berddsarkin ‘Peraturan Bersama Menteri
" " Dalam Negeri, Menteri Peketjaan Umum, Menteri
Konunikasi dan Informatika dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal. Nomor : 18 Tahun
-+ 2009, .. Nomor.: 1 07-. /PRT/M/2009, Nomor
-19/PER/M.KOMINFO/03/2009  Nomor
+3/P/2009 Tentang. Pedoman Pembangunan dan
‘Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

c. bahwa dalam rangkd  menata kegiatan
7 pembangunan-dan penggtinaan bersama menara
telekomunikast.di keta Palopo dengan kondisi
- sumber-'daya - alam yang .terbatas serta untuk
‘mengantisipasi.terjadinya hutan menara di kota
Palopo, perlu dilakukan: pengaturan menara
secara komprehensif, taat asas, terpadu, dan
berwawasan kedepan;
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Mengingat

d. behwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penatzan  Pembangunan dan  Penggunaan
Bersama menara Telekomunikasi;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik "Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, tambabhan ‘Lembaran Negara ‘Republik

- Indonesia Nomor 2043);
. 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia. Tahun .1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209)

- 3: Undang-Undang- Nomor 5 Tahun 1999 tentang‘

Larangan : Praktek - Monopoli dan Persaingan

.Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik
Indone51a Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan

Lembaran, Negara Repubhk Indonesia Nomor

e 317 -
. Undang-Un dang N anr 18 Tahun 1999 tentang

“ Jasa- Konstriksi “(Lembaran Negara Republik

‘Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan =

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3833); ..

B 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang

* Telekomunikasi : (Lembaran Negara Republik
*Indonesia; Tahun 1999 -Nomor 154, Tambahan

““Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor .

3881), Bl

10,

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota
Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lernbaran
Negara Republik Indonesia. Tahun 2002 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a
Nomor 4186);

Undang-Undang Noinor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4252;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan.. Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 . Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

. Indoresia- - Nomor 125, Tambahan Lembaran
. ‘Negara Republik Indenesia Nomor 4437),

. sebagaimana. telah  diubah kedua kali dengan

Undang-Undang -Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahsn Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
LembaranNegara Repulik Indenesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

‘Indonesia Nomor 4844); -




11. Undang-Undang Nomor 25 Taliun 2007 tentang

 Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor
4724); S '

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

" Penataan -Ruang ' (Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Tahun® 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725); SRR

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

 Perlindungan dan Pengeloiaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140,” Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

*14. Peraturan - Pemerintah - Nomor 69 Tahun 1996
- tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta
“Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
' Dalain Penataan Ruang (Lembaran Negara
“Republik Indonesia “ Tahun 1996 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomior 3660); ~~ "
" 15.Peraturan - Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
' teritang  Analisis ‘Mengenai ‘Dampak Lingkunga.n
' Hidup (Lembaran':Negata Republik Indonesia
- Tahwine 1999 Nomtor 59, Tambahan Lembaran
F "-Negara’Repﬁblik‘Indones_'ia Nomor 3838);

- 16. Peraturan -Pemerintah. Nomor 52 Tahun 2000
.-+ «tentang . .- Penyelenggaraan Telekomunikasi
(Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3980);

17. Peraturan - Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000
tentang Penggunaan Spekirum Frekuensi Radio
dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan °
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -

3981);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4532);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian' Urusan Pertierintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomior 82,
Tambahan Negara’ Républik Indonesia Nomor
4737);

]

" 20. Pératurin Menteri Komunikasi-dan Informatika Rl

No.02/PER/M.KOMINFEO/3 /2008 tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara
Bersama Telekomunikasi;

21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20
Tahun 2001:tentang Penyelenggaraan Jaringan

- Telekomunikasi .sebagaimana “telah. beberapa - kali
diubah  tarkhir : dengan. Peraturan:. Menteri

- ‘Komunikasi.: - dan . . Informatika .- -Nomor

43/P/M.KOMINFO/12/2007; : ... . .- .
22. Keputusan Menterx Pex:hubunganNomOI:KMM
. Fahun 2006, tentang, Managemen dan Rekayasa
Lalulintas di jalan; O P
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© 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota

Palopo - (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun

2004 Nomor 64.); :

24. Peraturan Daerah kota Palopo Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

* Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;

25, Peratiran Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun
2008 tentang’ Pembentukan Organisasi dan Tata
.- Kerja Lembaga Teknis Daerah kota Palopo.

” Dehéan Pei;seiujuén Bérsama

* DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
t o - - dan - . -
WALIKOTA PALOPO .

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN
vt . PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA
MENARA TELEKOMUNIKASI.

. BABL. . ..
KETENTUAN UMUM

Tt eI s et Pasal 1 :

“Balam Peraturan Daeralvini . yang dimaksud. dengan:

-1 Daerah adalah daerah Kota Palopo.~ i -5

2.~ Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah lainnya
sebagai unsur penyelenggara pemérintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Palopo

4KotaadalahKotaPa10po SR e T

5. Dinas “'yang ‘mertibidangi’: urusaii * komitnikasi dan informatika
adalah Dinas Perhubungan; Komunikasi, “dan Informatika Kota
Palopo.

13 Pengelola Menara adalah badan usaha-yang

.+ telekomunikasi untuk. membangun baru.

0. -Kantor Pelayanan Teipadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu.
- . Palopo, - SRR L o o
7. Satuan Kerja Perangkat.Daerah yang selanjutnya disingkat S
adalah satuan kerja -perangkat daerah di lingkup Pemerintah
Palopo, ST : D
. Telekomunikasi adalah setiap. pemancaran, pengiriman, dan/
penerimaan dari -setiap - informasi dalam bentuk tanda-ta
isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi .melalui sistem ka
- optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. .
9. Penyelenggaraan telekomunikasj adalah kegiatan penyediaan
- pelayanan .. telekomunikasi - . sehingga . memungkir
terselenggaranya telekomunikasi. .. T . o
10. Menara -tel ekomunikasi: yang selanjutnya disebut menara -ad
© - bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirika:
atas: ‘tanah, atau bangunan yang merupakan. satu™ kesat
~ konstruksi - dengan bangunan gedung yang dipergunakan.yr
kepentingan umum. yang struktur fisiknya dapat berupa ran
baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tung
tanpa simpul dimana fungsi, desain _dan;konstruksinya disesuai
-sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomiunik
11.:Penyelenggara . telekomunikasi -adalah.-perseorangan, koper
badan usaha milik daerah; badan usaha_nﬁiik-.nega:a, badan us,
* Swasta; instansi pemerintah, dan-instansi : pertahanan. keamay
conegaras oL ey s
12. Penyedia menara :adalah:: perseorangan; ‘koperasi, Badan.. Us;
- -Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usiha Swa
- yang:-memiliki. dan mengelola., menara:. telekomunikasi . un
- --diguriakan bersama oleh penyelenggari telekomunikasi. ... | .

mengelola. dan/ af
mengoperasikan menara yang dimilik; oleh pihaklain. . ... ..,

: -adalah -. izin .. mendirik
bangunan yang diberikan oleh Walikota kepada penyedia men:
atau mengubah- meng
»+ telekomunikasi.. sesuai  dengan- ' persyaratan - administiasi.: d
persyaratan teknis yang berlaku. Sl
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16. Selubung bangunan adalah bidang maya yang berbentuk badan
terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum
bangunan menara yang diizinkan, ‘dimaksudkan agar bangunan
menara berinteraksi dengan lingkungannyz untuk mewujudkan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.

17. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah
- Stanidar’ yang d1tetapkan oleh Badan Standarisasi. Nasional dan
berlaki secara nasional. .

18. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbent-uk ‘badan
~ hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah
modal dalam negeti dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk
pada peraturan perundang-undangan Indonesia.

19 Jaringan- utama " adalah’ bagian dari jaringan infrastraktur
' telekomuniikasi yang menghubungkan. berbagai elemen jaringan

- telekomunikasi yang ‘dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile

- Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC), Radio Network
Controller (RNC) dan jaringan . transmisi ‘utama - (.‘backbone
 transmission).

20 Bangunan adalah wujud. fisik-- hasil peker]aan konstruk51 yang
- ‘menyatu’'dengan tempat kedudukannya sebaglan besar seluruhnya

-‘berada diatas dan -ataw didelam. tanah/air, - yang berfungsx tidak

- sebagai-tempat manusia melakukan kegiatan: -

21.’Pola-perseharan menara-adalah réncapa persebaran menara:yang
disusun  berdasarkan :azas kaidah. tata ruang, kemanfaatan
- keselamatan, keseimbangan, keserasidn lingkungan dan‘estetika.

22 Barang daerah’ adalah’ semua’- Kekayaan atau Aset Pemermtah
" Daerali, baik yang dimiliki maupun dikuasai; yang-berwujud, yang
bergerak - maupun - tidak . ‘bergerak beserta bagian-bagiannya
-ataupunt ‘yang ‘merupakan bafuan fertentu yang dapat dmtlal,
dihitung, diukur atati:ditimbang,:

23, Opera’cor adalah perseorangan, badan hukum, mstansx pemermtah
yang " ' menyelenggarakan ' . jasa - telekomunikasi, - jaringan
© telekomunikasi’ dan' telekomuinikasi- khusus yang mendapat izin
- urituk melakukan kem.atannya IR

¢ 24:Kamuflase' “adalah:-:‘penyesuaian - desazn bentuk - menara
- telekomunikasi - yang dxselaraskan dengan Imgkangan di ‘mana
menara tersebut berada. S e SE T

25. Kawasan tertentu adalah kawasan sifat yang peruntukannya
memiliki karakberistik “terteritu, -ahtara-lain: kawasan pelabuhan,
kawasan cagar budaya, kawasan hutan lindung, kawasan

. pariwisata, = kawasan pengawasan militer  dan . kawasan
pengenclalmnketatIamnya o . B B
. .. BABI = L
““ASAS, TUJUAN; DANRUANG LINGKL?P- SR
""" Pasalz TP
Pembangunaii‘dan pénggunaan menara berdasarkan asas
a.“._kaldahtataruang, o o o
b. kemanfaatan; < T
¢. keselamatan; =
d. keseimbangan;
e. keseras1an Imgkungan, dan , ) _
S TR S e O PasalS e e P RPRLIE A ol

3

Péngatiirin penyelenggaraan menara berm]uan dniks @

a. mengatur dan/atait mengendahkan pembangunan menata; "

b.’ 'mewu]udkan tiénara yang fungswna] efektlf eﬁsuen, dén seIaras:'
déngani lmgk.mgannya, R

¢. mewujudkan tertib penyelenggaraan meniia” yang men;armn
keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan
kenyamanan;

d. mewujudkan , , kepasf;lan
penyélenggaraan menara.

F' o

*d,aif #,:_keterpban Jhukum , dalam

.......... N . Pasal4 . ]
Ruang ngkup penataan pembangunan dan _Apengglmaan [Bersama

menara . meliputi perizinan, pemban i 4ra, ' pers
pembangunan dan pen&elolaan menara, zona latangan rﬁembangunan

HSE T35

menara, truktur Dangtman menara, tata cara, penzmain pemban

T - = R o)
menara, “tafa - ‘cata penggunaan bersama menara, refnbﬁsz “izin
pembangunan  menara,’

x'.ij',...;:. g ,kég-él:..h..,tlan’ pé\h ;":-‘E a"tan
pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, dan penertiban.

Gi




o ' : BAB I ¥
- PERIZINAN BANGUNAN MENARA
L ‘Pasal 5 '

(1) Setiap orang pnbad1 atat’ badan yang akan membangun atau

mendirikan menara wajib memiliki izin prinsip yang dikeluarkan

oleh Walikota.
(2) Proses permohonan .izin ﬁebégéunana (dimaksud pada ayat (1)

harus melalui Pémerintali Daerah!
(3) Rencana pembangunan Menara  Telekomonikasi harus melalui

permohonan awal . secara, tertulls_ kepada Wahkota untuk_‘

mendapatkan Izin Prinsip Walikota

(4) Permohonan awal sebagaimana dimaksud padi ayat (3) dlkap oieh-_'

Tim Teknis Izin Prinsip yang ditunjuk oleh Wahkota

“F

Pasal 6

(1) Pembangunan Menara wajib memiliki Izin Mendirikafi Bangunan-r'

Menara dari Walikota,

(2) Pemberian Izin Mendirikan , . Bangunan Menara sebagaimana'

dimaksud pada ayat 1 wa}lb memperhatxkan ketentuan peraturan
penmdang-undangan tentang’ penataan ruang. .
(3) Pembenan Izm Mendmkan Ba,ngunan Menara sebagannana

"dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dﬂaksanakan melalul Kantor‘

SRR BTEEY

.-r,'!:g v .._-:_ PR k'l.y‘!_:'i?_'-,‘-- 1':_:.' SR e vt e e

BABIV

" PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN (MENARA """

Pasal?

{dirik ”."pada baglan bangunan/gedl

\\\\\

HERTYRTT e

pe y,: tan kem&@aian bangunan'gedung

10

¥ mengiutuﬂg kemgmipuan ‘teknis

“dan’ kenyamanan gedung sesuaix"

. T -
RS PO SRR A A
T i

Pasal 8 ’
Pembangunan menara baru harus dlSlapkan dengan. konstruk

menara bersama yang dapat digunakan oleh lebih dari 2 (du
operator. :

"Pasal 9"

{1} Menara disediakan oleh penyedia menara; '

(2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (I) rnerupakm
a. penyelenggara telekomunikasi; atau
b. bukan penyelenggara telekomunikasi. :

(3) Penyediaan menara sebagairana ~ dimaksud - pada ayat (
pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.’

(4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikas
pengelola menara atau penyedla jasa konstruksi  unty
membangim menara merupakan perusahaan nasional.

: : :Pasal 10
(1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikutl
a. rencana tafa ruang wilayah;: - —
b. rencana detail tata ruang wilayah; dan .
¢. rencana tata bangunan dan lingkungan- wﬂayah
(2) Pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan standar bak
' tertentu untuk menjamin keselamatan -bangunan dan. lingkunga
dengan = memperhitungkan . faktor-faktor. -yang menentuka
kekuatan dan  kestabilan konstruks: menara.  seri
mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara.
(3)" Persyaratan Struktur Bangunan Menara diatur lebih lan}ut denga
Peraturan Wahkota R L

' C " Pasal 11 ' c
(1) Menara yang dlbangun wa]:b dzlengkap1 dengan “saran
pendukung dan identitas” hukum' yang “jelds "Sesudi - dénga
ketentuan peraturan peru ndang-undangan yang berlaku.
(2) Sarana pendukung sebagaimana pada ayat (1) terdm da;rz
a. ‘pentanahan (grounding);
b. penangkal petir; :
¢ catudayz; | .
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d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
e. marka halangan penerban'ran \aV1at10n obstruction markmg)
"dan - : AR
f. pagar pengaman.
(3) Identitas hukum sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) Lerdm dan
a. nama pemilik menara; . .
- b. lokasi dan koordinat menara; ..
¢. tinggi menara; . L
d. tahun pembuatan/ pemasangan menara, L
. & penyediajasa konstruksi; dan. |
f. beban maksimum menara.. =~

. Pamal12
Penyedla menara atau pengelola menara bertanggung ]awab terhadap
pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang -
timbul akibat runtuhnya seluruh dan/ atau sebag1an menara,

Pasa113 S e <
(1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya
memiliki karaktetistik = tertentu " wajib.. memenuhi . ketentuan
- pefaturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut, .- -
(2) KaWagan' yangsifat-"dan peruntukannya  memiliki - ka:raktenst]k'
© “terteritu’ sebagaimana’ dxmaksud pada ayat (1) mehputl e

" a. kawasan: pelabuhan;
b. kawasancagarbudaya, A L SR
~re.kawasan pariwisatay : - il s e e Lo
d. kawasan hutan hndung, R :
c. kawasan yang karena fungsmya vnenuhiq atau meme*lukan
... tingkat keamanan dan kerahastaan tinggi;. d.an
. f. kawasan pengendahan ketaf Iamnya N

PR

\

|

: \

R R T J

i BAB V : '
TATA CARA PERIZINAN PEMBAN GUNAN MENARA

Pasal 14 : ‘
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara"~ dla}ukan oleh
penyedia ménara kepada Waiikota.

12 !

- Pasal 15.

(1) Permohonan Izin Mendmkam Bangunén Menara. seba0a1m,
dimaksud dalam Pasal 14 melamplrkan persyaratan seba
berikut: : el e o

a.
b.

persyaratan adrmrustfaﬂ, dan
persyaratan teknis,

(2) Persyaratan administrasi sebagmrmna dxmaksud pada ayat

huruf a, terdiri dan

a.
. status kepemlhkan tanah dan bangunan,

b
C.
d

i.

izin prinsip

surat keterangan rencana kota;

. rekomendasi dari dinas tata ruang, Khusus untuk kawasan Ve

sifat dan peruntukannya memiliki Karakteristik tertentu;

. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang te

disahkan oleh menteri hukurh dan HAM;
surat bukti pencatdtan dari bursa efek Indone51a bagi penyen
menara yang berstatus perusahaan terbuka; :

. informasi rencana pengguniaan bersama menara;”
. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai deng

ukuran ketmgg1an menara makSHnal dan d1tambah 5 (lir
Meter, _
izin gangguan .

(3) Persyaratan teknis sebagalmana dimaksud pada ‘ayat’ (1) hurui

mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku' séc
m’cernasmnal serta tertuang dalam bentt_k dokumen teknis seba
* berikut: "

a

Gambar rencana tekms bangunan menara meﬁputl SRERE

1 s1fua31, R

2 denah v 4 Wi ST IR S R S

3 tampak R R 2 TR A Y L -
4. potongan; S e

b, detaﬂbangunanmenara,dan RTINS S g

- .': b

6. permtunganstrukturbangxman : P

.-Spesifikasi teknis-pondasi: menara mehpuh

el datapenyehdlkantanah R LI Erene
*2; jenis'pondasi; i

~ 3. jumlahtitik: pondas1, dan

4, geoteknik: tanah .-

::1 R




c. Spesifikasi teknis sirvktur atas menara meliputi :
-~ 1. 'beban tetap (beban senditi dan beban’ tambahan)
* 2 beban seméntara (angin ddn gempa); BRI
3. beban khusus, beban maksimum menara;
4. sisterm konstruksi, keiinggianmenara; dan :
5. protek51 terhadap petll‘ .

Pasal 16

(1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen adrmrustram dan
dokumen teknis paling lama diselesaikan 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak dokumen admnustra51 dan dokumen teknis
diterima serta dinyatakan lengkap :

()Dala_m hal dokumen admlmstram dan dokume_n tekms yang
. diterima belum lengkap, Pemermtah Kota ""-’alopo wayjib
menyampalkan informast kepada pemohon palmg lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.

(3) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen adnumstra51 dan

... .dokumen rencana teknis dlsetu;ul o

.( ) Kelaikan. fung51 bangunan menara. yang berditi & atas’ tanah
dilakukan dalam jangka waktu 30 (figa puluh) tahin, kecuali
terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemerlksaan kelaikan
fungsi- bangunan menara kepada Walikota secara berkala setiap

. tahun.

.(5} Kelaikan fungsx bangunan menaua yang men}ad1 sam kesatuan
konstruksi dengan bangunan gedung meng1kun ketentuan
peraturan perundang-undangan bangunan gedung,

{6) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagalmana dlmaksud pada
ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan
strukfur atau perubahan konstruksi menara.

Pasal 17 aN :
(1) Penyelenggara telekornunikasi: sebagaunana chmasud daiam Pasal

9 ayat (2) huruf a dapat menempatkan: ..

a. antena di atas'bangunan. gedung,: d.,ngan ketmggxan sampm
dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung
sepanjang tidek melampaui ketinggian ‘maksimumselubung
bangunan gedung yang diizinkan; dan-konstruksi -bangunan
gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau;

14

(2) Retribusi Izin  Mendirikai * Ban

b, antena yang melekat pada ’bangunan lainnya seperti paj
©- - tekélame, tiang: lampi ‘penerangan ilan ‘dan' gebagair
sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung be
antena. ,
(2) Penempatan antena sebagannana djmaksud pada- ayat (1) hun
- dan huruf b tidak memerlukan izin. -~ - -
(3) Lokasi dan penempatan. antena sebagaunana ‘dimaksud p
ayai(l) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wﬂayah«
keselamatan bangunan,serta memenuhl unsur estetika,

R ‘ --"’asalls -

(1) Pemermtah Daerah menetapkan pola persebaran menara. y
didasarkan pada rencana tata ruang wﬂayah

(2) Setiap pembangunan menara harus sesuai dengan pola persebe
menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan pola persebaran menara sebagaimana dimaksud p
ayat (1) tidak membatasi hak rnasyarakat untu.k mendapat
Iayanan telekomunikas. -

(4) 'Polaparsebararinienara se"bagaJmana dunaksud pada ayat (1)
“diatur dengan Péeraturan Wahkota.

Pasal 19

Setlap 5 (lima) tahwn sekali, "polapersebaran menara sebagaum
dimaksud’ dalam " Pasal 18 dllakukan evaIuas oleh SKPD y
menangam b1da_ng fataruang‘ S ~
S PasalZO

(1) Pemermtah Daerah memungﬂtretnbum ferhadap Izm Mendm

rigunan - Menara“® yang’" besarannya- - ~disesuaikary den
peng}uttmgan ‘berdasdrkan tingkat periggunain’ jasa pelaya
perizinan dan(fiietiipertimbangkan tingkat kemampuan masyar;
setempat.
gunan Menara sebagainr
- diftiaksiid - padi- ayat (1) *mongacu pada ketentuan peratt

perundang-umdanganeyang berlaku AT




- BABWVE - . . .

PEMBANGUNAN MENARA DI ASET PEMERINTAH DAERAH

Pasalzi )
Pemanfaa@ tanah, dan/atau. bangunan ‘milik . Pemerintah . Daerah
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bawah koordinasj pengelola aset daerah. . :

Pembangunan menara di atas tanah atau bangunan fasilitas umum
dan/atau fasilitas sosial milik -Pemerintah Daerah harus dikamuflase

dan menunjang fungsilokasi yang digunakan. . -

.. BABVIL .
PENGGUNAAN BERSAMA MENARA

SRR P T Pas;;l_2_3.‘_|_ e T
Penyedia menara atau pengelola rﬁén&}_ré__ wajib. memberikan
kesempatan yang sama_tanpa  diskriminasi. kepada : penyelenggara
telekomunikasi untuk menggunakan ‘menara . secara bersama-sama
sesuai kemampuan teknis menara. - |

e ke oo e Pasal2d oo o0 L
Pengajuan surat.permohonan urit_uk-_{pgﬁgguna_an bersama ﬁienafa,oléh
calon pengguna menara wajib melampirkan:, . . ; o
a. nama penyelenggara telekomupikasi dan nama p'enaxiggung' jaiwab;
b iz_inpeﬁyeleng_garaanztelekgmunikasi;;q_,_,_-»_; e e epere L

¢ maksud., .dan. fjuan . penggunaan, menara yang . diminta,: dan

o _:,spesiﬁkasi;‘;eknigqurnazglsatj};@g:digm FIAT

. d:kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau bebary menara, .

i

yic
PEAR AR

rine s Rasal 2B el

A1) :Bengg"naan .bersama menara oleh ,\ penyql_gngga;l;; telekurnumkam

dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan. ... ;. ., . .

(2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan,  penyelenggara
?elekomumkasi yang menggunakan menara bersama wajib
berkoordinasi.

(3) Apabila koordinasi sebagaimana «dimaksud pada ayat (2)
menghasiikan kesepakatan,” penyelenggara- telekomunikasi
memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi :

melakukan mediasi. IR ,

Pasal 26 ce e
(1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperh:
ketentuan - peraturan perundang-undangan yang terkait d
larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
(2) Penyedia menara atau pengelola-menara wajib menginforms
- ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna m
secara transparan. R
(3) Penyedia ‘menara atau: pengelola menara wajib menggu
sistem antrian' dengan ‘mendahulukan calon pengguna .m
yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan m
dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan..”. -

Pagal 27 _
Ketentuan penggunaan bersama mehara sebagaimana diatur
Peraturan Daerah ini, tidak diberlakukan untuk menara
digunakan untuk keperluan jaringan titama.

e . Pasal28 ... .. e
Penggunaan bersama - menara: wajib . dituangkan- dalam - perj

tertulis’ dan disampaikari kepada- Kepala SKPD' yang mena
‘bidang komunikasi dan informatika serta dilaporkan:kepada Di
Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada Kementerian Komunika;

Informatika Republik Indonesia.

Pasal29
Pemerintah Daerah waiib’ méempeérhatikan ketentuan perun
undangan yang tferkait dengan larangan praktek monopol
persaingan tidak sehat dalam memberikan Izin Mendirikan Ban




- - BAB VI
JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 30 : =

Dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat, penyedia menara

berkewajiban : ST :

a. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitar radius
ketinggian menara yang akan dibangun. dengan melibatkan Lurah
dan Camat setempat; . - e :

b. menanggung gant rugi atas segala gangguan, kerugian dan
kerusakan yang ditimbulkan akijbat -.pembangunan- dan
pengoperasian menara; S :

c¢. melaporkan secara berkala setiap. tahun ‘tentang. kondisi menara
kepada Kepala SKPD yang menangani bidang tata ruang ; -

d. mengasuransikan menara dengan dibuktikan polis asuransi yang
masih berlaku. : : E

BAB IX
- BIAYA .

- Pasal 31 . S
(1) Penyedia menara atau pengelola menara berhak memungut biaya
penggunaan  bersama - .menara  kepada penyelenggara
-telekomunikasi yang menggunakan menaranya. - . - 5 -
(2) Biaya penggunaan bersama- menara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)- ditetapkan - dengan harga  yang wajar berdasarkan
- perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan
keuntungan. ; ST

= BAB.X
. KEWAJIBAN

Setiap penyedia dan/atau pengelola menara bersama memiliki
kewajiban untuk
a. membangun menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan;
b. memanfaatkan merara sesuai peruntukkannya;
c.” melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;
‘18

d. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan peru:
undangan; o

€. memperbaiki menara yang dinyatakan tidak layak fungsi;

f. . .membongkar .menara yang. tidak layak fungsi -dan tidak
diperbaiki; : _ .

g- menghentikan pembangunan menara yang tidak memiliki
menara; o _

h. membongkar menara yang berdasarkan . kajian teknis
menimbulkan bahaya dan. atau. mengancam keselamatan
pemanfaatannya; ‘ .

i. menghentikan pemanfaatan dan/atau membongkar menar:
berdasarkan kajian teknis mengganggu ketertiban umum,

R BABXI - -
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

: - Pasal33 - - . -

(1) Walikota menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis
untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian ter
pelaksanaan penibangunan 'dan -pengguriain bersama n
telekomunikasi. S

(2) Hasil pengawasan dan pengendali vsebagaimana dimaksuc
ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.. .. ... = .

SANKSI ADMINISTRASI
" Bagian Pertamia“ -
Umum
R Pasal34 ' - . .
(1) Dalam hal terdapat. pelanggaran, ~Walikota. dapat-memb
sanksi administrasi. I
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada-ayai (1) bert

vt alcteguran;

. -

b. peringatan;
C. pengenaan denda;
d. penyegelan;

.19




e. pencabutan izin; dan/atau

f. pembongkaran,

Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Pasal 35
'Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemermtah
Daerah. -

| Pembongkaran sebagaimana dlmaksud pada ayat ( ) dilaksanakan
setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan
selang waktu masmg-masmg permgatan 7 (tu]uh) hari kalender.

Baglan Kedua
Penertiban Pada Tahap Pembangunan

Paragraf 1. e
Menara yang memiliki IMB menara

Pasal 36

) Setiap orang atatl badan yang membangun dan telah mermhkl IMB

menara tetapi melanggar kéténtuan izin yang diberikan, dikenakan
sanksj teguran tertulis, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 7
(tjuh) hari kalender dengan kete'ltuan sebaga1 berikut:

a. teguran tertuhs pertama memuat antara lain:
1. kesalahan yang. Dersangkutan .disertai dasar hukum yang
jelas;

2 1}<ewa)1ban yang harus dﬁaksanakan, .
3. jangka waktu pelalaanaankewapban' yang harus dilakukan.
eguran tertulis kedua memuat antara lain: .. .. .- .
mengmgat teguran pertama; L
”'kawaktu pelaksanaankewapban, e

ggﬂau kepada yang bersangkutan untuk menghadap
a waktu, dan tempat tertentu. o .

20

: Pemenntah Daergh.:

¢. teguran tertulis ketiga memuat antara lain:

1. mengingatkan'teguran pertama dan kedua; : -

2. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dllaks
oleh yang bersangkutan apabﬂa tldak mengm
{‘egu e siibair

(2) Senap orang atau ‘badan:- yang hdak mengmdahkan

- ‘sebagaimiana . dimaksud pada ‘dyat”(1); setelah tenggang
~sariksi teguran ! tertalis ketiga- Berakblr dzkenakan sanksx
pembatasan keglatan pembangunan. RN

(3) Setlap orang atau badqn yang ttdak melakukan perbaikan di
mengindahKan sanks sébagaimana dimaksud pada ayat (2),

- 147 (empat - belas) -har® - kalender :-dikenakaty - sanksi -
penghentian  sementara pembangunan,. pembekuan
mendirikan . bangunan::menara yang: disertai ‘penyegelan
dikenakan denda administrasi-sebesar.1 %- (satu’ perseratu
nilai total bangunan menara: yang bersangkutan

(4) Set:ap orang atau badan 3 yang “tidak melakitkan perbalkan d:
tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud’ pada a
 -setelah 14 (empat belds) hari-kalender' dikenakan - sanksi: |
penyegelan, pericabutan IMB menara; dan perintah ‘pembon;
bangunan menara dalam waktu 30 (tiga pultih) hari kalender

------

(5) Dalam hal fidak difakgkan’ pembongkaran sebagaumana dm

pada ayat (4), pembongkaran dzlakukan oleh Pemenntah I
atasbxayapenyed:amenara‘ A e G T

(6) Dalam hal pembonakaran dﬂakukan oleh Pemenntah r
pelanggar juga dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratu
G mlax total bangtinab ;nenarwyang bersangkutan Spoine ol

- . [ -
ClT et e el T Sonniaa ol

v Pasal 87 s cvire oo § o 1
Dalam hal pembongkaran sebagannana dxmaksud dalam Pasal 2
(5) tidak dapat clﬂaksam‘kaﬂ’r 'maka Aset menara menjadi

e b S
i RT3

.li : 54’ f_‘-_;.'*(
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- Paragraf 2
Menara yang tidak memiliki IMB menara

: Pasal 38 -

Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan menara tidak
memiliki IMB menara tapi- tidak. melanggar ketentuan  teknis
bangunan menara.mengenai Rencana Tata Ruang wilayah. (RTRW),
dan/atau Garis Sempadan, dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran
tertulis yang disertai dengan perintah penghentian pembangunan
dan denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
serta bengunan menara dxmaksud chlakukan penyegelan ‘

Teguran tertulis sebagaunana dimaksud pada ayat, (1) memuat
antara lain:

a. kesalahan yang bersangkutan d1serta1 dasar hukum yang jelas; '
b. kewajiban yang harus dilaksanakan; . .

¢. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dllakukan,

d. konsekuensi sanl_cs1 pldana yang harus d1ter1ma yang
bersangkutan o ’ |

Setiap..-orang atau badan yang t:dak mengmdahkan -sanksi
sebagannana dimaksud pada- ayat (1), setelah tenggang waktu 7
(tujuh) " hari kalender .dikenakan, sanksi = berupa - perintah
pembongkaran palmg Iama dalam waktu 14 (empat belas) han
kalender

Dalam hal tldak dllakukan pembongkaran sebagalmana dunaksud

pada ayat ), pembongkaran dﬂalcukan oleh Pemermtah Daerah
atas blaya penyedla menara o

Dalam hal pembongkaran dﬂakukan oleh Eexnermtah Daerah
pelanggar juga dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) dari
nilai total bangunan menara; yang bersangkutan

- . Pasal3o. ¥
am hal pen‘bongkaran sebagaunana dn‘naksud dalam Pasal 38, ayat
tidak dapat dilaksanakan, maka Aset menara meijadi milik
reriniah Daerah.

‘ Pasal40 === = _
(1) Setlap orang atau badan yang rnendmkan menara tanpa memn
-IMB dan melanggar ketentuan teknis bangu‘um menara menge
RTRW, dan/ atau Garis Sempagan. kaenakan sanksi 1 (satu) }
teguran tertulis yang memuat-denda sebe.:ar Rp. 12500, 000, (¢
belas ;uta lima ratus rlbu ruplah) dan penntah pembongka

2 )Teguran tertuhs sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mem

antara’lain:-

a. kesalahan yang bérsangkutan dlsertal dasar hukum yang jeia'

b: kewdjiban yang harus dilaksanakan;

c: " jatigka waktt pelaksanaan kewa;fban yang harus dilakukan

d. konsekuensi pidana yang harus diterinia yang bersangkutan
(3) Dalam-hal tidak’ dilakukén pembongkaran sebagaimana: dimaks

pada ayat (1), pembongkaran dilakizkari oleh Pemerintah Dae

atas biaya penyedia menara.

(4) Dalam hal pembengkaran dalakukan oleh JPemerintah Daet
pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per serat
dan total bangunan menara yang ber-:angkutan

o ' Pasa141 RO
‘Dalaiii hal pembongakaran sebagaunana dnnaksud dalam Pasal
ayat (3) tidak dapat dﬂaksanakan, maka Aset menara. men]ad1 m
Pemerintah Daerah. .. S S N R ST .

.. . BABXII. ...
KETENTUANPID,ANA (

" Pasal‘u
{1) Setiap. orang .atay badan yang. tidak memenulu ke’centuaq Pas
ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) d1ancam dengan pzdana kurun
paling singkat .1 (satu) bulan kurungan dan palmg lama 3 T
bulan kurungan dan denda paling S"dl.klt :Rp. 12. 500 060,- (
-.. belag juta lima, ratus riby .rupiah) dan pdlmg banyak
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).”” L

:23




2) Setiap orang atau badan yarig tidak memenuhi ketentuan Pasal 23
diancam dengan pidana kurungan paling singkat sslama 1 (satu)
‘bulan kurungan dan paling lama 3 (Tiga) bulan kurungan dan
denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (Sepuluk Juta Rupiah) dan
paling banyak sebesar Rp. 20,000.000,- (Dua puluh Juta Rupidh)

(3) Setiap orang atau badan yang tidak memenukhi ketentuan Pisal 32
diancam dengan pidana Kurungan palirig ‘singkat selama 1 (satu)
- bulan kurungan dan. paling-lama 2 {dua) bulan kurungan.dan
denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan
paling banyak Rp. 20,000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah)

(4) Denda sebagaimana dnnaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
disetor langsung ke rekening kas Daerah setelah’ mempunyat
kekuatan hukum tetap.

(5) Tindak pidana sebagalmana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat:(3) adalah pelanggaran, .

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran sebégalmana dimaksud dalam

Pasal 42 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah
yang . pengangkatannya  ditetapkan, berdasarkan ketentuan
. peraturan perundang-undangan.,.

(2) Wewenang PPNS sebagaimana dJnaksud pada ayat- (1) adalah
sebagai berikut:
a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang fentang
adanya tindak piridana; *
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian
dan melakukan pemerﬂcsaan,

; e’ .menym'uh berheriti aeorang tersangkn dan memenksa tanda

- " penigenal diri terfangka;
d. melakukari penyfcaan benda dan atau strat;
e mengambll sidik jari dan memotret tersangka;
“memanggil orang untuk dldengar dan chpenksa sebagal ‘saksi
atau tersangka;

oo

g. mendatangkan ahli yang dlperlukan dalam hubung
dengan pemeriksaan perkara;. .. :

h. mengadakan penghentian penyzdlkan setelah mer
petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup byk

-.. peristivza-- tersebut . bukan . merupakan tindak- pidana

.- .selanjutnya - melalui - penyidik umum -memberitahuka

- tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga

=i mengadakan -tindakan . lam meénurut - hukum yang

d1pertanggung]awabkan : -

_(3) PPNS sebagalmana “dimaksud’ pada ayat (’1) dalam melakea

" tugasnya sebagai peny1d1k berada’ dibawah koordinasi ‘pe
Kepolisiari Negara Republik Indonesm berdasarkan kete
dalam Hukum Acara Pidana. T

-(4) PPNS sebageumana. cumaksud pada aya.t (1) memberlta

--dimulainya . penyidikan .dan menyampalkan hasil peny
kepada penuntut .umum_ . sesyai dengan ketentuan yang..
dalamn Hukum Acara Pldana
. BABXII
: PENGE.CUALIAN
e Pasal4=4
Ketentuan penggunaan Bersama menara bebagaunana dxatur
Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk : :
a. Menara yang dxgunakan untuk keperluan jaringan -
dan/atau A5
b. Menara yang dxbangun pada daerah~daerah yang
mendapatkan layanan teiekemumkam

Pasal 45 e :
Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebaga1 pern
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dan
diwajibkan membangun atau menggunakan menara bersama




BAB XHI:
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Penyedia menara yang telah memiliki Izin- Mendmkan Bangunan
Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya
sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu)
tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

| Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan
Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan
Daerah ini ditetapkan wajib. menyesuaikan dengan ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini. 7

) Menara telekomunikast yang telah dibangun dan lokasinya sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata
ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan,
diprioritaskan untuk digunakan sebagai'menara bersama.

- ‘Pasal 47
ngelola menara dan penyedia ‘jasa konstruksi untuk membangun
enara wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 9
rat (4) Peraturan Daerah ini palinglama 1 (satu) tahun terhitung sejak
raturan Daerah ini dltetap‘kan

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal’ 48 -

al-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
b1h lan}ut dengan Peraturan Wahkota

oy

" - Pasal 49"
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund
dengan penpmpatannya dadamiiembaran Daerah Kota: Palopo.r

> Y Syt s
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ATAS

"PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

- PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
" 'BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKAS]

I." UMUM Sk ek

N 4

_ Pembangl.man dan  penyelenggaraan  telekomunikasi  telah
menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan
mendorong kegiatan perekonomian, ‘memantapkan pertahanan dan keamanan,
mencerdaskan. kehidupan, bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan,
memperkokol persatuan dan kesatuan dalam kerangka wawasan nusantara dan
memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubuhgan antar batgsi.

P«a.rubz}han lingkungan global dan perkembangan teknoldgi
telekomunikasi yang berlangsung. sangat cepat telah mendorong  terjadinya
perubahan mendasar, melahirkan telekomunikasi yang baru, dan perubshan
cara pa13dang dalam penyelenggaraan telekomuniknsi ‘dengan . teknologi
informasi dan penyiaran, sehingga dipandang periu :mengadakan ‘penataan
penyelenggaraan telekomunikasi terpadu. .., -~ ¢ L4 ;

. Penyelenggaraan telekomunikasi sudah-merupaken kebutuhan nyata,
mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan
telekomunikasi;; penguasaan- teknologi . telekomunikasi, dan- ‘keunggulan
kompetitip datam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. - - i ya

' 'Sesuai perkembangan jaman dan teknelogi maka faktor penunjang
kepariwisataan dan berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat mulai dibangun. Salah satu faktor yang sangat gencar
pembangunannya adalah sarana dan prasarana telekomunikasi seluler.

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan pada suatw wilayah,
operator seluler harus menyediakan menara sehuler untuk melotakan peralatan

teIekomunikz_isi schingga satu pelanggan dapat berkomunikasi dengan
pélanggan lainnya.

I

R

- teleKomunikasi; “juga’  dimaksudkan’ “urituk-

© * Saat ini tasih banyak adanya operator telekomunikasi seluler
masing membangun menaranya secara terpisali, apabila hal ini-tida
akan mienimbulkan- pertumbuhan. menara - telekomonikasi - yang
terkendali, yang pada akhirnya akan mengurangi estetika Kota Palopo
salah satu Kota Pelayanan Jasa Telekomunikasi dikawasan Timur i
Penataan Pembangunan dan penggunaan bersama menara telekon
merupakan suatu solust untuk mengatasi permasalahannya.
Dengan demikian maka terhadap menara bersama telekomun
perlu dipayungi dengan peraturan, peran pemerintah dititik beratk
pembinaan yang meliputi penéntuan kebijakan, pengatiran, pengawa:
pengendalian’ dengan’ mengikutsertakan masyarakat; - oleh kar
pemerintah Kota Palopo perlu membentuk regulasi tentang peraturan 1

Pembangunan dan penggunaan -bersama Menara . Telekomunikasi:

Peraturan Daerah. . L _
Peraturan Daerah ini, mengatir: ruang lingkup pendbangurian
dan’ pemanfaatan meénara teleKomunikasi., sehingga mefahirkan P

‘Bidang’ Telekomurikasi “yang ~dikeludarkan oleh Pemerintah’ Kota

dengan ‘mengacu pada Pératuran’ Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Pembangiani UruSan Pémerintahan’ antara ‘Pemetintzh Daerah Prov;
Pemerintah’ Daerah- Kabupaten/Kota; “dimaha’ pada’ Lampiran<Y -P

‘Pemerintah ini diatiir tentang.”kewenangar ~ Pemerititah - Kabupa

dibidang - Telekomunikasi:dan informatika, - Serta.-berdasarkan-. ¥

'Bersama Menteri Dalam::Negeri;-- Menteri - PU;. Menteri Koemunik
- Informatika -dan kepala-Badan-Koordinasi Penanaman.Modal:- Nomor:

2007, Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/MKomINFO/032!
Nomor 3 /P / 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan |
Menara Telekomunikasi

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk men
pembinaan, pengaturan, pengendaliaan dan pengawasan serta p
kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatut
syatat-syarat untuk ‘tendapatkan-izin, diatir juga kéwajiban-kewajil
pemégang “izin-‘ddlam - penyelénggaraan “usehanya)-kéwajiban ki
dimaksud disaimping membetikan perlindingdr kepada- pemegang iz

; \ “keterfiban  adn
penyelenggaraan kegiatan usaha. T e e



INGLTLE  POLIUALEUIALL  HICHALE  WCICAUIIIUILKES]  dQaldll  pangunan
khusus yang berfungsi sebagai penunjang untuk menernpatkan peralatan
telekomunikasi yang didesain bentukx kontruksinya sesuai dengan keperinan
telekomunikasi oleh penyelenggara atau pemilik dan pengguna menara dengan
menggunakan ruang . tertentu berdasarkan zonasi sehingga  proses
penyelenggaraannya wajib dilakukan pengawasan dan- pengendahan oleh
pihak pemerintah Kota Palopo. : .

Untuk kepentingarn atas pengendahan dan pengawasan - oleh
pemerintah Kota Palopo, mska dalam melakukan pengelolaan menara
penyedia menara diharapkan. dapat membenkan kontribusi kepada Pemerintah
Kota Palopo, diluar dari kewajiban Retribusi Daerah atas Pemanfaatan .ruang
untuk menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang~
undangan, . .

Untuk kepentmgan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah ini, maka diperlukan ketentuan sanksi administratif dan sanksi ‘pidana
sebagai-dasar untuk penegakan hukumnya, penyidikan, yang mengatur tentang
penyidik Pegawai Negeri Sipil beserta wewenang dan. mekanisme tindakan
yang dilakukan. Dan ketentuan perallhan yang mengatur keharusa.n kepada
penyeienggara menara telekomumkas1 atau. penyedia menara yang telah
memiliki izin mendirikan menara dan telah membangus menaranya. sebelum
Peraturan Daerah ini . diundangkan harus ‘menyesuaikan dengan- ketentuan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, .dengan masa transisi seIama 2 (dua)
_Tahun untuk menyesuaikan .- e -

11 PASAL DEMIPASAL  ~

Pasal 1

. Cukup Jelas
.Pasal 2. N
" Yang dlrnaksud dengan “asas kmdah tata rua.ng ada.ah bahwa
_ pembangunan dan penyelenggaraan menara teiekornumkas1
... diselenggarakan dengan . mengopnmalkan manfaat. struktur
ruang dengan .pola ruang untuk menjamin terwwudnya tata

ruang yang berkualitas. ,

»30
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Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” -adalah
pembangunan dan penyelenggaraan menara telekon
diselenggarakan dengan tidak menimbulkan dampszk k
dan kerusakan disekitarnya dan selalu mengecL
-penghatgaan  dan perlmdungan _atas. hak-hak miay
disekitarnya. : ‘

Hurufec

*_ Hurufe o

Yang dikamsud dengan “ asas keselamatan” adalah
pembangunan dan penyelenggaraan menara telekor
diselenggarakan dengan kondisi “aman dan nyaman”da
bahwa situasi masyarakat dapat menjalankan ¢
kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancame

. masyarakat .dapat, mengartikulasikan nilai sosial bud

,fl.}ngsmya dalam suasana yang tenang dan damal

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan™ adalah

- “pembangunan “dan -penyelenggaraan ‘menara telekorr
" “diselenggarakan dengan mewujudkan - keseimbangan

kehidupan manusia dengan lingkungannya;: keseinr

-pertumbuban. dan  perkembangan . . bembangunan

. telekomumkam antara kawasan Perkotaan

Yang dlmaksud dengaxi “asas keseras1an hngkungan
bahwa pembanglmn dan penye!enggaraan

" telekomuaikasi - diseleriggrakan -dengan- berpédomar
keserasian dan kcsela:asan lmgkungan dcngau pola pen
zonasi.’ R

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas estetika® adalah
pembangunan den penyelenggaiaan menara' téiekon
diselenggarakan dengan mengutamakan pemmbangan
lingkungan dan tata kota

Pasal 3s/dPasaIIi : SRR et S
Cu.kllp}elas TR SR --Z'-.--.'_z L T S T

Pasal 12...

leecu.ahkm dan zonas1 1oka51 menara R
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Pasal 13 s/d 24
Cukup Jelas

Pasal 25

- Ayat (1) S '
Yang dimaksud dengan interferensi adalah interaksi antar
gelombang di dalam suatu daerah

Pasal 26 s/d 37
Cukup je]as

Pasal 38

Ayat (1) T Co :
" Yang dimaksud dengan” “Garis 'Sempadan” adalah garis
sempadan jalan, garis sempadan sungai, dan garis sempadan
_ pantai

- (Garis Sernpadan jalan adaiah batas lua;r pengaman untuk dapat
-mendirikan bangunan dan atau pagar dikanan maupun kiri pada
ruang pengawasan jalan.

© Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengaman
untuk dapat 'mendirikan bangunan' dan atau pagar di kanan
maupun di kiri pada ruang pengawasan sungai baik' yang

" bertanggul’ maupin yang belum bertanggul

Garis Sempadan Pantai adalah garis batas luar penwaman untuk
. dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan maupun di
kiri pada ruang pantai yang diukur dari pantai.

Pasal 3¢ . o
Cukup Jelas

Pasai 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Garis Sempadan” -adalah  garis
sempadan jalan, garis sempadan sungai, dan garis sempadan
pantai

Garis Sempadan jalan adalah batas luar pengaman untuk dapat
_ mendirikan bangunan dan-atat pagar dikanan' maupun kiri pada
ruang pengawasan jalan

94

Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar peny
untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di
maupun di kiri pada ruang pengawasan sungai baik
bertanggul maupun yang belum bertanggul

Garis Sempadan Pantai adalah garis batas luar pengaman
dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan miau
kiri pada ruang pantai yang divkur dari pantai.

Pasal 41 s/d 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 03

33



